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ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMUTUS PERKARA
NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM.
SECARA VERSTEK

Oleh:
Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM.1502030055

Pengadilan Agama merupakan lembaga bagi masyarakat muslim untuk
memperoleh keadilan. Sesuai dengan tujuan dibentuk lembaga tersebut maka
selayaknya  pengadilan  menjatuhkan suatu  putusan dengan  seadil
adilnya.Akantetapi di pengadilan agama terdapat sebuah putusan yang disebut
verstek.Putusan tersebut merupakan putusan yang diambil secara sepihak yang
membuat pihak lain nya merasa dirugikan.

Pembahasan pada penelitian ini  mengenai bagaimana seorang
hakimmemutus suatu perkara waris yang diputus secara verstek,di dalam
penelitan ini terfokus dalam usaha atau ijtidah seorang hakim member keadilan
dalam memberi putusan secara verstek yang mana di dalamnya terkandung
sengketa.

Dengan demikian penelitian ini  menghasilkanbahwa Pengadilan
Agamamembolehkan memuutus suatu perkara sengketa dengan tanpa kehadiran
salah satu pihak dengan pertimbangan yang terdapat dalam undang-undang,
hukum islam dan ljtihad seorang hakim. Mulai hukum tertulis pada UU No. 1
Tahun 1974 (KHI) dalam pasal 171, UU No. 3 Tahun 2006 pada pasal 49,
Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) pada pasal 142-150, dan BW
pada pasal 467, dan ijtihad hakim dan Rechtvinding.

Kata Kunci : Prtimbangan Hakim, Perkara Waris, Putusan Verstek
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“Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta
keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang
pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau
mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum “Ali berkata: setelah itu aku
selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana menggunakan Undang
Undang sebagai pedoman Negara. Di dalam undang-undang juga tercantum
cita-citabangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut
Negara Kesatuan Republik Indonesia mendirikan suatu lembaga kekuasaan
kehakiman yang merupakan sarana untuk menjamin agar warga negara dapat
memperoleh keadilan yakni Pengadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu
badan kekuasaan kehakiman yang dibentuk pemerintah guna memenubhi
kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia untuk memperoleh keadilan.*
Adapun perkara yang ditangani merupakan perkara perdata seperti
perceraian,kewarisan,wagaf, sengketa ekonomi syariah dan lainnya.

Di dalam perkara sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua
pihak,yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak
tergugat. Dalam prakteknya terjadi berbagai permasalahan dalam proses
persidangan yang membuatpersidangan tidak berjalan dengan lancar. Salah
satu permasalahan ketidak hadiran pihak tergugat yang membuat persidangan
diputus melalui putusan Verstek. Putusan verstek adalah putusan yang

dijatunkan majelis hakim karena ketidak hadiran tergugat atau tidak juga

! Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2005), 1.



mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap setelah sudah dipanggil
dengan patut.?

Prosedur verstek di Pengadilan Agama menjadi mekanisme
penyelesaian perkara yang umum ditempuh oleh para pihak. Terdapat
penelitia yang menyebutkan bahwa di tahun 2019 mencatat bahwa di
Pengadilan Agama Metro, dari 10 perkara yang diajukan,8 di ataranya diputus
secara verstek.>Gejala yang kurang lebih sama terjadi di Pengadilan Agama
lain di Lampung. Di Pengadilan Agama Kotabumi, perkara verstek yang
pernah ditangani adalah perkara dengan nomor 0087/PdtG/2018/PA.Ktbm.
Perkara tersebut merupakan perkara kewarisan yang memuat tuntutan
pembagian harta waris agar dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima
harta waris tersebut.Karena ketidakhadiran tergugat adaakhirnya hakim
memutusperkaratersebutdengan putusan verstek.

Berawal dari tergugat yang memiliki suami yang meninggal pada bulan
juli 2017.Setelah kematian suaminya tergugat pergi ke kelimantan tanpa
memberikan kabar kepada keluarga pihak suami.Pewaris tersebut tidak
memiliki anak sehingga menjadikan istri, Ibu kandung, dan 2 sudara laki-laki
dan 3 saudara perempuan sebagai ahli warisnya.Tahun berikutnya para ahli
waris yang merasa tersinggung memutusakan untuk meggugat harta waris
yang dianggap dibawa kabur oleh tergugat.Harta waris terebut berupa

tanah,kendaaan dan ladang.

M.Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 386.

¥Mufliha Wijayati, Diskriminasi Terhadap Perempuan Yang Mengajukan Cerai Di
Peradilan Agama Dalam Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, Dan Gender, (Yogyakarta:
LKiS, 2020), 110.



Persidangan  kasus tersebut menetapkan bahwaharta yang
disengketakan menjadimilik tergugat sebagian dan sebagian lainnya
menjadihartawaris yang kemudian dibagikepada para penggugat. Keputusan
tersebut diambil oleh majelis hakim melalui proses persidangan tanpa
kehadiran tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Padahal dalam
sebuah hadis disebutkan bahwa seorang hakim haruslah memiliki jiwa yang
adil.
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Artinya: Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua
orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan
keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang
kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum Ali
berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.(HR Ahmad, Abu
Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-
Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta waris secara
versteks sebagaimana dijelaskan di atas menarik untuk dikaji karena dua hal.
Pertama, penyelesaian perkara waris yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat
(verstek) adalah perkara yang langka. Umumnya putusan versteks terjadi pada
perkara perceraian.Kedua, bahwa pertimbangan hakim dalam member putusan
verstek menarik untuk dikaji karena putusan hakim hanyamengacu pada

satupihak.Padahal,dalamhadis di atas dijelaskan mengenai mekanisme

*Enizar, Hadist Hukum Keluarga 11, (Lampung: STAIN Press Metro, 2013), 190.



memutuskan perkaras setelah mendengarkan kesaksian dari kedua belah
pihak.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut
menjadi penelitian sekaligus sebagai pokok permasalahan dalam penelitian
yang akandilakukan dengan judul Pertimbangan Hakim Pa Kotabumi
Dalam Memutus Perkara Nomor 0087/Pdtg/2018/Pa.Ktbm. Secara
Verstek
. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan
persoalan penelitian bahwa putusan majelis hakim melalui prosedur verstek
dalam perkara waris adalah putusan yang jarang terjadi dan berpotensi
menimbulkan ketidakadilan karenaputusan didasarkan pada bukti-bukti
sepihak dari Penggugat. Dari rumusan masalah ini diajukanlah pertanyaan
penelitian yaitu: bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus
perkara No. 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm secara verstek?

. Tujuan dan ManfaatPenelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan
hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara No.
0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm.

Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan dalam dua hal yaitu

manfaat teoretis dan manfaatpraktis.



1. Manfaat teoretis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
dan memperkaya khazanah pemikiran dalambidang hukum keluarga,
khususnya terkait dengan putusan pengadilan dan metode ijtihad hakim
pengadilan agama dalam perkara kewarisan .
2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini semoga dapat
memberinformasikepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama. Serta memberikan pemahaman terhadap
pembaca mengenai pentingnya mempelajari hukum Islam secara praktis
terutama mengenai kewarisan.
D. Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian yang
dilakukan di bidang kewarisan,dengan harapan tidak ditemukannya duplikasi
pada judul,permasalahan maupun bahasan.Pembacaan terhadap beberapa
penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Skripsi mengenai Ijtihad hakim yang ditulis oleh Dewi
Yulianti dengan judul Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar
Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah. Skripsi ini membahas tentang ijtihad seorang
hakim PA Tanjungkarangdalam memberikan kadar mutah dan nafkah iddah
berdasarkan hukum adat dengan mempertimbangkan fakor fakta

persidangan,usia perkawinan,problem penyebab terjadinya perceraian,ukuran



mahar, usia perkawinan,problem penyebab terjadinya perceraian,kesepakatan
di luar pengadilan dan kemampuan suami.’

Kedua, skripsi milik Santiatmala dengan judul Analisis Hukum Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/Pa.
Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri.
Skripsi ini membahas tentang perkara cerai gugat di PA Kaliandadi mana
hakim berijtihad dalam memberikan putusan pengandilan dengan
mempertimbangkan berbagai macam faktor mulai dari kondisi rumah tangga
suami istri tersebut, usaha damai yang dilakukan selama proses persidangan
dan juga KHI pada pasal 116 yang berbunyi antara pemohon dan termohon
sering terjadi antara perselisihan dan pertengkaran secara terus menerusdan
sudah tidak ada lagi harapan untuk membina kehidupan rumah tangga seperti
semula.’

Ketiga, skripsi milik Nur Ulfa Sofiati dengan judul ljtihad Hakim
Dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan
Agama Bangli Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl). Skripsi inimembahas
tentang metode ijtihad hakim di PA Bangli dalam perkara perceraian. Dalam

ijtihad perkara perceraian biasanya hakim PA Bangli menggunakan metode

*Dewi Yulianti, Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah
‘Iddah, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

®Santiatmala, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda
Nomor 0264/Pdt. G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan
Rekonvensi Istri, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017)



Maslahah Mursalah,akan tetapi pada perkara ini hakim menggunakan metode
ijtihad Jama’i.

Berdasarkan paparan penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa
terdapat perbedaan antara penelitian Dewi Yulianti dengan penelitian ini.
Yulianti membahas ijtihad hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam
perkara cerai gugat mengenai pemberian kadar mutah dan nafkah.Adapun
penelitian Santi Atmala mendiskusikan ijtihad hakim di Pengadilan Agama
Kalianda dalam perkara Cerai Gugat yang berfokus pada permohonan perkara
perceraian. Sedangkan yang ketiga yaitu penelitian Nur Ulfa Sofianti lebih
memfokuskan pada kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama
Bangli di mana penelitian tersebut berfokus pada metode yang digunakan
hakim  dalam ber-ijtihad mengenai kasus  perceraian.Dengan

demikian,penelitian ini  memenuhi aspek kebaruan pada persoalan

pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan.

"Nur Ulfa Sofiati, ljtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, (Studi Tentang
Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl), (Malang: UIN Maulana
Malik Ibrahim, 2009)



BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur pendukung teori yang hendak
dipakai dalam suatu penelitian dan sekaligus merupakan dasar untuk
melakukan penelitian.* Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini,
penulis mendeskripsikan beberapa referensi yang berkaitan dengan focus
penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah Putusan

Pengadilan,Kewarisan,Metode Penemuan Hukum,dan Metode ljtihad Islam.

1. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilandalam undang-undang adalah putusan hakim
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang
terbuka untuk umum peta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau
mengakhiri gugatan.?Adapun pengertian lain yang diungkapkn oleh para
ahli seperti yang disebutkan oleh Roihan A. Rasyidmendefinisikan
Putusan disebut vonnis (Belanda) atau Al Qada'u (Arab) yaitu produk
pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam

perkara yaitu penggugat dan tergugat. produk pengadilan semacam ini

! Ana Sopanah,Isu Kontemporer Ekonomi dan Bisnis, (Surabaya: Scopindo Media
Pustaka, 2020), 193.

2Endang Hadrian,Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan
Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51.



Bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau
jurisdictiocontentiosa®
Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan
adalah produk pengadilan agama yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk
menyelesaikan gugatan antaradua pihak yang berlawanan dalam perkara.
Dalam menghasilkan suatu putusan ada berbagai macam jenis
putusan yang mana salah satunyayaknikehahadiran dari para pihak.
Adapun macam- macam putusan berdasarkan kehadiran para pihak:
a. Putusan Verstek
Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim
karenaketidakhadiran tergugat di persidangan.
b. Putusan Gugur
Putusan Guguradalah putusan yang dijatuhkan
apabilapenggugatataupemohon tidak hadir di persidangan setelah
dipanggil secara sah dan patut.
c. Putusan Kontrakditoir
Putusan  Kontrakditoiradalah  putusan yang dijatuhkan
apabilatergugatatautermohon hadir di persidangan pertamanamun tidak

hadirlagi di persidangan selanjutnya Hakim wajibmeneruskan

*Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia.
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persidangan.Hal inijuagaberlakuapabilaterdapattergugatlebih darisatu
dan hanyasebagian yang datang.*
2. Putusan Verstek
Putusan verstek tidak semerta merata atas kehendak dari para

majelis hakim, akan teapi untuk menjatuhkan suatu perkara verstek
haruslah memenuhi syarat. Sayarat putusan boleh dijatuhkan verstek
yaitu:
a. Tergugat telahdipanggil secara dah dan patut
b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kempetensi®

Di sisi lain tujuan utama penyelesain perkara dengan putusan verstek
adalah solusi supaya perkara tidak berlarut-larut sebagaimana
diungkapkan oleh Harahap.® Dengan demikian diharapkan agar para
pihak mengikuti seluruh proses persidangan sehingga tidak ada satu pihak
yang dirugikan dan penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan cepat.

3. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting

untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum,disamping
itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik,dan cermat. Jika

*Herwastoeti, Hukum Acara Peradilan Niaga, (Malang: UMM Press, 2020), 145.

Harahap,Hukum Acara Perdata, 383.

® Ade Yamin et al., Islam Indonesia Dialektika Agama, Budaya, Dan Gender
(Yogyakarta: LKiS, 2020), 111.
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pertimbangan hakim tidak teliti, baik,dan cermat, maka putusan hakim
yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.’

Dalam proses persidangan hakim harus memperhatikan
pembuktian yang disampaikan dari para pihak,karena hasil dari
pembuktian tersebut merupakan bahan pertimbangan untuk memutus
perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam
pemeriksaan di persidangan. pembuktian bertujuan sebagai pemberi
kepastian terhadap suatu peristiwa yang menjelaskan itu benar-benar
terjadi, sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan
adil.Seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum
meyakini bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan
kebenaranya, sehingga timbulnya hubungan hukum antara kedua belah
pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam
memutus suatu perkara dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu:

a. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari hakim itu
sendiri dimana kemampuan berfikir dari hakim yang menjadi penentu
hasil putusan yang akan dikeluarkan.
Kemampuan berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh

profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan. profesionalitas

"Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 140.
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hakim sangat di tentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang
benar dan adil.®
b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari para
pihak,dimana para pihak menguatkan agrumen mereka dengan
memberikan pembuktian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa
dalil yang disampaikan mereka merupakan kebenaran.

Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang
dilakukan oleh para pihak dalamm persidangan perkara perdata
bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim
tentang kebenaran atas dalil peristiwa peristiwa serta fakta-fakta yang
di ajukan dalam proses persidangan dengan cara menggunakan alat-
alat bukti sebagai mana yang di tentukan oleh undang-undang.’

Adapun lat bukti dalam acara perdata yakni:
a. Bukti tulisan
b. Bukti saksi
c. Persangkaan

d. Sumpah®®

® Muhammad Bustanil, Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus
Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian, (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar), Universitas Negeri Makassar 1, (2016): 5.

9 -

Ibid.

Harahap,Hukum Acara Perdata, 556.
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4. Kewarisan Islam Indonesia
1. Pengertian Waris
Waris merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yakni al-
irst (Arab) yang artinya peninggalan mayat. Dalam agama Islam ilmu
yang mempelajari hukum waris disebut Al-Faraidh. Al-Faraidh

(Arab), selanjutnya ditulis faraid, jamak dari kata faridhah (Arab) yang

diambil dari kata al-fardh,artinya ketentuan.'* Hukum waris sendiri

memiliki arti yang beragam menurut para ahli.
Beragam makna hukum waris diberikan oleh para ahli.

Adapun beberapa pendapat para ahli makna dari hukum waris yakni:

1) Moh.Rifa’l, Zuhri, dan Solomo mereka berpendapat bahwa hukum
waris adalah bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam
kepada semua yang berhak menerimanya .*?

2) Soepomo member penjelasan bahwa hukum waris memuat
peraturan yang mengatur proses peralihan barang berwujud dan
barang tidak berwujud dari suatu angkatan menusia kepada
keturunannya.*®

3) Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa hukum waris

merupakan persoalan bermacam hak dan kewajiban tentang harta

'Suma Amin,Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 11.

2Ahmad Beni, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

B\wicaksono Satriyo, Hukum Waris, (Jakarta: Visimedia, 2011), 12.
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kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia beralih kepada orang
yang masih hidup.*

Berdasarkan makna dari para ahli dapat disimpulkan hukum
waris merupakan suatu proses peralihan hak dan kewajiban harta
kekayaan yang kemudian dibagi secara agama Islam kepada ahli waris
yang berhak menerimanya.

Di Indonesia ada hukum yang mengatur khusus mengenai
kewarisan,hukum tesebut termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum
Islam).Di dalam buku tersebut termuat arti dari Hukum warispada
pasal 171 huruf A yang berbunyi hukum waris adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli

waris dan berapa bagiannya.™

2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam
Agama Islam dalam membuat suatu hukum haruslah memiliki
dasar hukum yang kuat, begitu pula dengan hukum waris. Di dalam
agama Islam hukum waris dijelaskan dalam berbagai ayat di dalam

Al Quran seperti berikut ini:

14 1 1;
Ibid
% Undang-Undang Repub;lk Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tantanf Perkawinan &
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 375.
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a. QS.An-Nisa’ (4): 7

Condd L3 Q;Jsxz\, O\ 35\ Coss du,u
Cosd K 3 & BB 05555 g\ss»;\ 35 L
D \5, 54

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada
hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang
telah ditetapkan.
Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk membagi
harta kepada ahli warisnya baik itu laki laki maupun perempuan yang
mana pembagian harta tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan

oleh hukum waris Islam.

b. QS.An -Nisa’ (4): 33

Sise u’*“) u;-s,ﬂ}\j oIl 35 L i ez u@)

@\Ws@ﬂﬁdcggw\u\ngbjjuéé:x\
Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-
pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
Ayat di atas menjelaskan pembagian harta yang diberikan
kepada ahli waris dan juga bagian kepada mereka yang bersumpah
setia dengan pemilik harta waris. Salah satu contoh mereka yang

memliki sumpah setia yakni suami atau istri.
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QS. Al-Nisa’ (4): 176

e :,(;jdjgég;ﬁjzsju‘m“ EL

e 5z /c,/; z 01’“5“’ _ 1% oA \2x T s
\S.SKQ\gjéjj\.uu\zbJ\\w.@b \bgub.ﬂj\@

@P‘& ’“Jbé @ s o

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,Maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan,Maka bahagian seorang saudara
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas merupakan penjelasan mengenai pembagian harta

saudara baik laki laki maupun perempuan. Pembagian tersebut terdiri

dari 1/2, 2/3, 1:2 dan Ashobah. Adapun perbedaan pembagian

tersebut memiliki sayarat dan ketentuan yang akan dibahas lebih detai

di pembahasan berikutnya.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang kuat mengenai

aturan dalam persaoalan kewarisan.Selain dari Al-Quran yang

merupakan dasar hukum mutlak ada pula hadist rosullullah yang

menjelaskan hukum waris, diantaranya;
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Hadist dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari:

o

el 25 4 J 5 JB 16 - AT o e ) 8
ﬁg%dﬂj’@@ew%@ﬁﬂ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam bersabda: Berikan bagian warisan kepada ahli
warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.
(HR.Bukhari).

Dalil di atas menjelaskan bagian dari ahli waris laki laki
yang mana ahli waris tersebut mendapatkan asobah atau seluruh
harta dari sisa yang telah dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Hadist Nabi dari Jabir ra. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

&l.}.&.&&s\x:\:c)\u.h*ua)c u;«\ad\sdﬂ MU"J\’U;
J.;a.;\a&t» J LJ\;}/“ (}06\1

-

Ju_a@sxdmu 25 e L}faa& Ly 635 Sl
&\ﬁ&_ﬁju\?ﬁﬁ ‘E&G\jé\sudﬁwd&‘%\
Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah bekata: Janda Sa’ad

datang kepada Rasul Allah sa. Bersama dua orang anak

perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah,ini dua orang
anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid
bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta
peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada
mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.

Nabi berkata: Allah SWT akan menetapkan hukum dalam

kejadian ini. Kemudia turun ayat-ayat tentang kewarisan.

Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikanlah

dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa’ad, seperdelapan

untuk Istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.

\
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Dalil di atas menjelaskan perintah untuk membagikan
harta waris bagi dua orang anak perempuan dan seorang istri yang
mana masing masing mendapat bagian 2/3 untuk anak perempuan
dan 1/8 untuk isteri.

Hadist dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadis

selain Imam Muslim:

£5 @“fd‘&&)Q\DJbJM’ﬂJJ&)@

4 /
F] z

Iy oY \jdo\,:*'f" “@w&u w)u'm/

> -

Li;ws jwy\b&)b it ds VG
JV.UW.,\QA,\S .\.&J\Zaﬁb\woj;?jsdw;w~ J’)\

C§: uj /"/ES\ 7' & L)'” o / a5 Y : °=“S /°yd - s 4\,.1&
355

Artinya: Dari Huzail bin Syurahbil berkata: Abu Musa
ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan,anak
perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan.
Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan setengah,untuk
saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas ud,
tentu dia akan mengatakan seperti itu juga. Saya menetapkan
berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Yaitu
untuk anak perempuan setengah,untuk cucu perempuan
seperenam,sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara
perempuan.

\\/v T

Hadist di atas menjelaskan kewajiban membagi harta waris

kepada yang berhak dan sisanya diberikan kepada keturunan laki-

lakinya sebagai ashobah. Hadist kedua menjelaskan pembagian harta

untuk 2 anak perempuan dan 1 orang istri yang bagian masing-masing

2/3 untuk anak perempuan dan 1/8 untuk istri. Hadist ketiga

menjelaskan bagian dari ahli waris perempuan yang mana bagian
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masing masing yakni, anak perempuan 1/2 apabila 2 orang maka
menjadi 2/3 kemudian sisanya untuk saudara perempuan.
3. Syarat dan Rukun Waris
Untuk membagi harta waris agar sesuai dengan syariat Islam
haruslah sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan.

Adapu syarat dan rukun pembagian waris yakni:

a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang diiwarisi harta peninggalannya
atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-muwarrits
benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara
hakiki, secara yuridis (hukmu), atau secara tqdiri berdasarkan
perkiraan.

b. Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang
dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena
hubungan darah,hubungan sebab pérkawinan (6emenda), atau
karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat
meninggalnya al-muaurrits, ahli waris benar-benar dalam kendaan
hidup.

c. Al-Maurits atau al-mirats, yaitu harta peninggalan si mati setelah
dikurangi biaya perawatan jenazah,pelunasan utang, dan
pelaksanaan wasiat.*®

Apabila syarat dan rukun di atas sudah terpenuhi barulah harta

waris boleh untuk diurus pembagiannya.

1%Beni, Figih Mawaris, 29.
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4. Golongan Ahli Waris
Dalam waris Islam al-warits (ahli waris) dibagi menjadi tiga
golongan vyakni: 1)Ashabul Furudh 2)Asobah 3)Dzawil Arham.
Adapun siapa-siapa yang termasuk masing-masing golongang tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Ashbul furudh
Ahli waris golongan ini terdapat 25 orang yang terdiri dari
15 laki-laki dan 10 perempuan.Ahli waris dari laki-laki adalah
sebagai berikut:
a) Anak laki-laki
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
c) Ayah
d) Kakek (ayah dari ayah)
e) Saudara laki-laki sekandung
f) Saudara laki-laki seayah
g) Saudara laki-laki seibu
h) Keponakan laki-laki (anak dari no.5)
1) Keponakan laki-laki (anak dari no.6)
J) Sodara seayah (paman) yang seibu seayah
k) Sodara seayah (paman) yang seayah
I) Anak paman yang seibu seayah

m) Anak paman yang seayah



f)
9)
h)
i)
)
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Suami

Orang laki-laki yang memerdekakannya
Ahli waris dari perempuan adalah sebagai berikut:

Anak perempuan

Cucu perempuan dari anak laki-laki

Ibu

Nenek perempuan (ibunya ibu)

Nenek perempuan (ibunya ayah)

Saudara perempuan yang seibu seayah

Saurada perempuan yang seayah

Saudara perempuan yang seibu

Istri

Orang perempuan yang memerdekakannya

. Asobah

Golongan ahli waris ini menerima pembagian harta waris

setelah selesai pembagian untuk ashabul furudh.Yang termasuk

ahli waris asobah,yakni sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Anak (laki-laki)

Cucu (laki-laki)

Anak (laki-laki) dari paman sekandung
Anak (laki-laki) dari paman sebapak
Ayah / Bapak

Kakek



9)
h)

)
K)
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Saudara (laki-laki)

Saudara (laki-laki) satu ayah

Paman

Keponakan (laki-laki)dari pria saudara sekandung

Keponakan (laki-laki)dari pria saudara satu ayah

Dzawil arham

Golongan ahli waris ini merupakan kerabat yang tidak

termasuk ashabul furudh dan juga asobah. Ahli waris ini dianggap

sebagai kerabat yang jauh dari pertalian nasabnya.Yang termasuk

ahli waris dzawil arham,yakni sebagai berikut:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.

Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).

Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).

Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung
sebapak maupun seibu).

Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.

Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan
(sekandung sebapak atau seibu).

Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan

dari kakek.
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i) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang
seibu dengan kakek.

J) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.

k) Anak perempuan dari paman.

) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).'’

5. Pembagian Harta Waris
Terdapat 6 jenis pembagian harta waris, ada pihak yang
mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8),
dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6)
a) Pembagian harta waris setengah (1/2):

(1) Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia
tidak  memiliki  keturunan anak laki-laki ~ maupun
perempuan,walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari
suaminya Kini (anak tiri).

(2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris
tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan
anak tunggal.

(3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3
syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia
merupakan cucu tunggal,dan Apabila pewaris tidak lagi

mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

YZainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 217.



b)

d)
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(4) Saudara kandung perempuan dengan syarat, ia hanya seorang
diri (yang tidak mempunyai saudara yang lain) baik
perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah
atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun
perempuan.

(5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak
mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak
memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki
dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan katurunan.

Pembagian harta waris seperempat (1/4):

(1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memilki
anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli
apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.

(2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak
memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut
merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.

Pembagian harta waris seperdelapan (1/8):

istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau

cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.

Pembagian harta waris duapertiga (2/3):

(1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih,dimana dia

tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
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(2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki
dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua
cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

(3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat
pewaris tidak memiliki anak,baik laki-laki maupun
perempuan,pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek,dan
dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-
laki.

(4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat
pewaris tidak mempunyai anak,ayah,atau kakek. ahli waris
yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki se-ayah dan
pewaris tidak memiliki saudara kandung.

e) Pembagian harta waris sepertiga (1/3):

(1) Seorang ibu, yang tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dar
jugai keturunan anak laki-laki lain.Kemudian ibu tidak
memiliki 2 / lebih saudara ( baik itu kandung ataupun bukan).

(2) Kakak laki-laki &perempuan satu ibudengan syarat mayit yang
meninggal tidak memiliki anak,tidak ada ayah ataupun kakek
dan juga jumlah saudara satu ibu tersebut terdiri atsa dua orang
atau lebih. Masing-masing sistem hukum mempunyai konsepsi
yang berbeda-beda tentang kapan warisan bisa di bagikan

kepada ahli waris.
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Adapula hal hal yang dapat membuat ahli waris kehilangan hak
atas harta waris mereka. Di Agama Islam orang orang tersebut yakni, 1)
Orang yang membunuh, 2) orang kafir, dan 3) budak. Di perraturan
Indonesia dalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam pasal 173
bahwa yang tidak berhak mendapat waris yakni, 1) Orang yang membunuh
dan menganiaya pewaris, dan orang yang memfitnah dan dijatuhkan

hukuman penjara 5 tahun.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan berbasis
teks. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kotabumi, dan teks
yang menjadi fokus adalah putusan pengadilan Agama No.
0087/PdtG/2018/PA.Ktbm mengenai pembagian harta waris.
2. Sifat Penelitian
Penelitian inibersifat deskriptif analitis yang memberikan
gambaran dan penjelasan kritis mengenai isi putusan dan metode ijtihad
majelis hakim dalam memberikan putusan mengenai perkara waris.
Deskripsi dalam penelitian ini didasarkan pada data-data non-numerik.
B. Data
Data adalah suatu keterangan yang berbentuk angka, kalimat, dan
uraian yang bisa memberikan suatu gambarat atas keadaan atau persolan yang
terjadi.* Sedangkan data dalam jenisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu data
primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data yang diperoleh melalui dua

metode tersebut dapat dijelaskan dibawahini sebagai berikut:

Tri Andjarwati et al., STATISTIK DESKRIPTIF (Zifatama Jawara, 2021), 9.
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1. Data Primer
Data primer merupakan suatu bentuk informasi yang didapatkan
secara langsung oleh peneliti berasal dari sumber utamanya baik itu orang
ataupun organisasi.? Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya
bersifat memahami yang mana data tersebut didapatkan di dalam suatu
organisasi. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari Pengadilan
Agama Kota Bumi, Lampung.
2. Data Sekunder
Data sekunder ialah bentuk informassi berupa datayang tidak
langsung diberikan kepada pengumpul data. Sebagai contoh dari oeang
lewat, orang lain, ataupun dokumen.Data sekunder pulabisa didapatkan
melalui sumber yang ada sebelumnya, biasanya dapat dijumpai dari
perpustakaan sekolah, laporan penelitian yang sudah diteliti, selanjutnya
akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia.>Adapun
sumber data sekunder penelitian ini surat putusan dan teks relevan yang
mendukung penjelasan dalam penelitian.Dalam penggalian data sekunder
ini, peneliti menggunakan Al-Qur’an dan hadis, dan peraturan tertulis
berupa UU No. 1Tahun 1974 Tentang Kewarisan,Buku Kompilasi Hukum
Islam,Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Hukum Waris Adat, limu

Figih Dan Ushul Figh,Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di

?Muhammad, Metodologi Penelilan Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2013), 103.

*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2014), 137.
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Indonesia, Sumber Hukum Islam Permasalahan DanFleksibilitasnya,
Undang Undang, dan Hukum Waris.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan
dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal keterangan
atau Kkarakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat.
Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.*
1. Teknik Wawancara
Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara berbicara langsung kepada responden, selain itu juga dapat
mengajukan beberapa daftar pertanyaan terlebih dahulu yang mungkin
akan dijawab pada kesempatan lain.>Pada penelitian ini teknik yang
digunakan merupakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dengan
menggunakan teknik ini pewawancara memberikan panduan yang hanya
berupa garis besar apa yang akan ditanyakan kepada narasumber atau
responden.’Adapun objek dari metode wawancara ini ialah para Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi ialah salh satu teknik dalam mencari sumber

informasi yang berharga untuk mengumpulkan data secara daskriptif yang

138.

*W.Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.
SJuliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011),

W.Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), 115.
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bersifat analisis bagi para peneliti.”Pada penelitian kali ini peneliti
menggumpulkan data atau informasi melalui bahan tertulis apapun mulai
dari putusan hakim,peraturan perundang-undangan,kitab atau buku yang
relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh
berdsuber dari putusan pengadilan perkara Nomor
0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian inimenggunakan teknik analisiskualitatif di mana
data berupawawancara dan dokumentasikemudian diolah dengan membuang
data yang tidak diperlukan kemudian disusun secarasistematis agar mudah
dipahamisehinggadapatmenarik sebuah kesimpulan yang diharapkan
bisamenjawabrumusan masalah.

Dalam  penelitian ini  dilakukan teknik mapping untuk
mendaskripsikan strukturputusan. Dan content analisis data untuk
melihatmaknadarimasing-masingstruktur.Data olah dokumen
dikonfirmasimelaluiwawancaraterhadap para hakim dan  panitera.

Kedualangkah tersebutdiharapkan dapatmenjawabrumusan masalah.

"Muhammad Yaumi and Mujiono Damopoli, Action Research: Teori, Model Dan
Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2014), 112.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Objek Penelitian
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kotabumi
Pengadilan Agama Kotabumi terletak di Jalan Letjend H.
Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138Kelurahan Kelapa Tujuh
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi

Lampung. Batas wilayah daerah Kabupaten Lampung Utara berbatasan

dengan:
a. Utara : Kabupaten Waykanan
b. Timur : Kabupaten Tulang Bawang Barat

c. Selatan : Kabupaten Lampung Tengah
d. Barat : Kabupaten Lampung Barat*
2. Deskripsi Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah
Nomor 1JSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan
Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai
Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke
dalam Kementrian Agama.

Langkah tersebut memungkinkan konsolidasi bagi seluruh

administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang

! Profil Pengadilan Agama Kotabumi Video, Lampung Utara , 2019. dikonfirmasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Utara (diakses 22 November 2021 )
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berskala nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946

menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan

administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di

bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3).?

Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946
urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di
bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama,
kemudian lebih jauh lagi dengan adanya Maklumat Menteri Agama yang
kedua tanggal 23 April 1946 ditentukan aturan-aturan sebagai berikut :

a. Kekuasaan jawatan agama daerah menjadi wewenang Departemen
Agama,

b. Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan
Anggota Pengadilan yang dulu ditangan Residen diserahkan kepada
Departemen Agama;

c. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada
Departemen Agama.

Usaha untuk menghapuskan Pengadilan Agama masih terus
berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun
1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan
Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan
Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan

pokok bahwa Peradilan Agama merupakan bagian tersendiri dari

2 https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/daftar-nama-pejabat-

hakim.html. (diakses 04 November 2021)
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peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan
kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi
Dirbinbapera Islam dengan tujuan agara Peradilan Agama Islam di luar
Jawa, Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada
tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa,
Madura, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan
landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di Indonesiamaka
DPRD Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-
pemuka agama setempat mendirikan Pengadilan Agama Kotabumi yang
didirikan pada tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi.

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1957 langsung ditunjuk
seorang ketua dan beberapa pegawai yang menjalankan tugas Pengadilan
Agama Kotabumi oleh Penguasa Sriwijaya pada waktu itu yaitu Militer
TT. JI. dengan surat Keputusannya Nomor : KPTS 127/SRW/1957.

Kemudian pada tanggal 11 Juni 1959 sesudah berdirinya
Pengadilan Agama Kotabumi, dengan penetapan Menteri Agama yang
menjabat pada waktu itu bapak yakni KH. Muhammad llyas penetapan

Nomor : 25 tahun 1959, terhitung tanggal 17 Desember
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1957mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di
Lampung Utara.®

Pada Mei bulan 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang
radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi.Konsep Peradilan Satu
Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR
No.X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan
terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan
dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah
kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari
Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31
Maret 2004. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan
finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke

Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.

® https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html.
(diakses 10 Augustus 2021)
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Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 4 dan No. 5 Tahun 2004,
pembinaan peradilan agama dibawah naungan Departemen Agama,
namun setelah lahirnya Undang-Undang tersebut tersebut, pembinaan
seluruh lembaga peradilan dilakukan dan berpuncak pada lembaga
Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan Negara Tertinggi.

Melalui sejarah yang panjang serta telah mengalami perubahan
birokrasi dan administrasi, hingga kini secara paten dibawah naungan
Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kotabumi memiliki Visi yakni
TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI YANG
AGUNG DAN MODERN. Agar tewujudnya misi yang mulia tersebut
maka harus didampingi oleh misi yang mendukung. Misi Pengadilan
Agama Kotabumi yakni :

a. Memberikan pelayanan optimal yang prima dengan sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP).

b. Menereapkan Manajemen Peradilan yang bertanggung jawab dan
modern.

c. Menjunjung Asas peradilan yang sederhana,cepat, dan ekonimis.

d. Memberikan akses informasi yang mudan dan luas melalui TI.

e. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan senantiasa Melayani dengan cara mengimplementasikan

Zona Integritas bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kotabumi.
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3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi

Wilayah yurisdiksi atau bisa disebut juga wilayah kewenangan

relatif Pengadilan Agama Kotabumi dapat dilihat secara jelas sebagaimana

tabel berikut :

NO

KECAMATAN

KELURAHAN / DESA

1

ABUNG BARAT

Bumi Mandiri, Gunung Betuah, Cahaya
Negeri, Pematang Kasih Hujan Mas, |,
Kistang, Lepang Besar, , Way Wakak,
Ogan Lima, Tanjung Harta,Pengaringan,
Simpang Agung, Kamplas, Bumi Nabung.

ABUNG KUNANG

Aji Kagungan, Sabuk Empat, Bindu,
Beringin, ,Sabuk Indah, Way Perancang,
Talang Jembatan.

ABUNG PEKURUN

Campang Gijul, Pekurun Udik, Ogan
Campang, Nyapah Banyu, Pekurun,
Pekurun  Tengah,Ogan Jaya, Sinar
Gunung, Sumber Tani

ABUNG SELATAN

Abung Jayo, Bandar Kagungan Raya,
Ratu Abung, Kembang Tanjung, Cabang
Empat, Candi Jaya, Candimas, Gilih Suka
Negeri, Kalibalangan, Kalibening Raya,
Kemalo Abung, Cabang Abung Raya,
Kembang Gading, Bumi Raya, Sinar
Ogan Trimodadi, Way Lunik

ABUNG SEMULI

Gunung Keramat, Sukamaju, Papan Asri,
Semuli Jaya, Semuli Raya, Sidorahayu,
Gunung Sari

ABUNG
SURAKARTA

Bumi Restu, Bandar Sakti, Bangun Sari,
Bumi Raharja, Bandar Abung, Karya
Sakti, Purbasakti, Sukoharjo, Tata Karya

ABUNG TENGAH

Gunung Besar, Gunung Gijul, Gunung
Sadar,Pekurun Utara, Kinciran, Neglasari,
Pekurun Barat, Pekurun Selatan, Kedaton,
Sri Bandung, Subik

ABUNG TIMUR

Sidomukti, Penagan Ratu, Bumi Jaya,
Gedung Nyapah, Papan Rejo, Bumi
Agung Marga, Peraduan Waras, Pungguk
Lama, Rejomulyo, Banjar Agung, Sumber
Agung, Surakarta

ABUNG TINGGI

Skipi, Suka Maju, Pulau Panggung, Suka
Marga Muara Dua, , Kebun Dalam, Ulak
Rengas, Sido Kayo
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10

BLAMBANGAN
PAGAR

Buring Kencana, Pagar Gading, Jagang,
Tanjung Iman, Tulung Singkep, Pagar
Blambangan

11

BUKIT KEMUNING

Dwikora, Tanjung Baru, Tanjung Waras,
Muara Aman, Tanjung Baru Timur, Suka
Menanti, Sidomulyo, Bukit Kemuning

12

BUNGA MAYANG

Sukadana Udik, Suka Dana llir,
Mulyorejo I, Mulyorejo II, Isorejo, Kota
Napal, Negara Tulang Bawang, Tulang
Bawang Baru, Tanah Abang, Handuyang
Ratu, Suka Maju

13

HULU SUNGKAI

Lubuk Rukam, , Gedung Raja, Negara
Kemakmuran, Ibul Jaya, Gedung Negara,
Gedung Makrifat, Tulung Buyut, Bunglai
Tengah, Tanjung Harapan, Beringin Raya

14

KOTABUMI

Cempedak, Kotabumi Tengah, Kotabumi
Pasar, Rejosari, Sindang Sari, Kotabumi
llir, Sribasuki, Kota Gapura, Kotabumi
Udik

15

KOTABUMI
SELATAN

Kota Alam, Tanjung Harapan, Tanjung
Aman, Tanjung Senang, Kelapa Tujuh

16

KOTABUMI UTARA

MadukoroBaru,Margorejo, Wonomarto,
Talangjali, Kalicinta, Banjarwangi,
Sawojajar, Madukoro

17

MUARA SUNGKAI

Karang Mulyo, Karang Sari, Banjar
Negeri, Banjar Ratu, Negeri Ratu, Pakuan
Agung, Bandar Agung, Karang Rejo II,
Karang Sakti, Sumber Agung, Negeri
Ujung Karang

18

SUNGKAI BARAT

Negeri Sakti, Gunung Raja, Gunung
Maknibai, Negeri Batin Jaya, Sinar
Harapan, Way Isem, Cahaya Mas, Comok
Sinar Jaya, Tanjung Jaya, Kubu Hitu

19

SUNGKAI JAYA

Lepang Tengah, Cempaka, Negara
Agung, Sri Agung, Cempaka Timur, Sri
Jaya, Suka Jaya, Cempaka Barat, Cahaya
Makmur.

20

SUNGKAI SELATAN

Kota Agung, Banjar Ketapang, Gedung
Ketapang, Sidodadi, Labuhan Ratu
Kampung, Labuhan Ratu Pasar, Ketapang,
Sinar Galih, Bumi Ratu, Karang Rejo,
Gunung Labuhan

21

SUNGKAI TENGAH

Negeri Campang Jaya, Mekar Asri,
Negeri Galih Rejo, Melungun Ratu,
Papang Tangguk Jaya, Batu Nangkop,
Mekar Sari, Ratu Jaya, Negara Bumi
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22 | SUNGKAI UTARA Ratu Jaya, Negara Batin, Negara Batin I,
Gedung Batin, Hanakau Jaya, Kota
Negara, Kota Negara llir, Batu Raja,
Ciamis, Baru Raharja, Negara Ratu,
Negeri Ratu, Negeri Sakti, Ogan Jaya,
Padang Ratu, Bangun Jaya

23 | TANJUNG RAJA Ulak Ata, Sindang Agung, Kemala Raja,
Mekar Jaya, Merambung, Tanjung Raja,
Sidomulyo, Sinar Jaya, Sinar Mulya,
Karang Waringin, Sindang Marga, Sri
Menanti, Sukamulya, Sukasari, Tanjung
Beringin, Priangan Baru, Tanjung Riang,
Tulung Balak, Gunung Katon

Dalam menentukan tarif setiap daerah berbeda beda tergantung
zonasi yang ada. Adapun zonasi di Pengadilan Agama Kotabumi terdiri
dari 5 zonasi yakni Radius I, Radius Il, Radius Ill, Radius 1V, dan Radius
Sulit.

a. Radius I, dengan tarif Rp 75.000.- meliputi :
Kotabumi ir, Kotabumi Tengah, Kotabumi
Pasar,Cempedak,Sribasuki, Kota Gapura, RejosariKota Alam, Kelapa
Tujuh, Tanjung Aman, Tanjung Senang, dan Tanjung Harapan.

b. Radius Il, dengan tariff Rp 150.000.- meliputi :
Bindu, Beringin, Talang Jembatan,Abung Jayo, Bandar Kagungan
Raya, Bumi Raya,Candi Jaya, Candimas, Kalibalangan, Kalibening
Raya,Kembang Tanjung, Kotabumi Udik, Sindang Sari,Kalicinta,dan
Madukoro Baru.

c. Radius Ill, dengan tariff Rp 200.000.- meliputi :
Bumi Mandiri, Bumi Nabung, Cahaya Negeri, Hujan Mas, Ogan

Lima, Pengaringan, Simpang Agung, Aji Kagungan, Sabuk
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Empat,Sabuk Indah, Way Perancang, Pekurun, Pekurun Tengah,
Pekurun Udik, Kemalo Abung, Kembang Gading, Ratu Abung,
Trimodadi, Way Lunik Semuli Jaya, Semuli Raya, Sukamaju, Gunung
Besar, Kedaton, Kinciran, Neglasari, Banjar Agung, Bumi Agung
Marga, Gedung Nyapah, Penagan Ratu, Peraduan Waras, Pungguk
Lama, Pulau Panggung, Tanjung Iman, Pagar, Blambangan, Jagang,
Buring Kencana, Madukoro, Wonomarto, Talangjali, Margorejo,
Banjarwangi, Sawojajar, Cempaka, Cempaka Barat, Cempaka Timur,
Sri Agung, Negara Agung, Ketapang, Banjar Ketapang, Gedung
Ketapang, Kota Agung, Labuhan Ratu Kampung, Sidodadi, Negara
Bumi, dan Mekar Asri.

Radius 1V, dengan tariff Rp 275.000.- meliputi :

Bindu, Beringin, Talang Jembatan,Abung Jayo, Bandar Kagungan
Raya, Bumi Raya,Candi Jaya, Candimas,Kalibalangan, Kalibening
Raya,Kembang Tanjung,Kotabumi Udik, Sindang Sari,Madukoro
Baru, dan Kalicinta.

Radius Sulit, dengan tariff Rp 350.000.- meliputi :

Campang Gijul, Nyapah Banyu, Ogan Campang, Ogan Jaya,Sinar
Gunung, Sumber Tani, Gilih Suka Negeri, Gunung Keramat, Gunung
SariBumi Raharja, Karya Sakti, Purbasakti,Gunung Gijul, Gunung
Sadar,Sido Kayo, Sidomulyo, Dwikora, Kota Napal, Negara Tulang
Bawang, Tulang Bawang Baru, Tanah Abang, Sukadana Udik, Suka

Dana llir, Handuyang Ratu, Suka MajuTulung Buyut, Gedung Raja,



40

Beringin Raya,Gedung Negara, Gedung Makrifat, Lubuk Rukam,
BunglaiTengah, Tanjung Harapan, Negara Kemakmuran,Negeri
Ujung Karang, Bandar Agung, Banjar Negeri, Banjar Ratu,Negeri
Ratu, Pakuan Agung, Karang Sari, Karang Rejo Il, Karang Sakti,
Sumber Agung, Karang MulyoGunung Maknibai, Negeri Batin Jaya,
Negeri Sakti, Way Isem,Comok Sinar Jaya,Papang Tangguk Jaya,
Negeri Galih Rejo, Mekar Sari, Ratu Jaya, Negeri Campang Jaya,
Hanakau Jaya,Gunung Katon, Karang Waringin,Sidomulyo,Sinar
Mulya,Sukasari, Tanjung Beringin.*
4. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2021
Ketua : Rohmat, S.Ag. M.H.
Wakil ketua : Uswatun Hasanah, S.H.I
Hakim : 1. Abdul Azis, S.Sy.
2. Muhammad Ridho, S.Sy.
3. Ismatul Maula, S.H.I.
4. Ardhi Barkah Apandi, S.H.
5. Nadia Rufaidah, S.H.M.H
6. Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.1

7. Eka Fitri Hidawati, S.H

Panitera : Denny Efprian, S.H., M. H.
Sekretaris . Aswari Humpara, S.H
Kasubag Kepegawaian dan Ortala :Bushido Mirza, S.H

*Diolah dari sumber
https://drive.google.com/file/d/10SdxzEMQZwSSCaAOXjWoMmkeRJA1H79W/view ( diakses 18
November 2021)
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Kasubag Perencanaan, Tl, dan Pelaporan : Kurniawan Putrakusuma, S.H.1

Kasubag Umum dan Keuangan :Hasnar, B.A.
Panmud Hukum : Teti Pitriani, S.H.1
Panmud Gugatan : Agus Dianingsih, S.H.
Panmud Permohonan - Nilawati, S. H.

Panitera Pengganti : 1. Yuli Anita, S.H.

2. Fakta Saimigo, S.H.
3. Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.
4. Andi Apriyanto, S.H.
5.Mukhlis, S.H.I.
Juru Sita / Juru Sita Pengganti : 1. Rusli Burhan, A.Md.
2. Yenni Mayasari
3. Agus Lukmanul Hakim, A.Md.
4. Andie Farza, S.H.
5. Asrah
6. Endang Sugiarti®

B. Deskripsi Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm yang Diputus
Seacara Verstek

Pada tahun 1985 telah berlangsung pernikahan yang sah antara seorang
bujang bernama Sumaryono dengan seorang gadis bernama Surip Lestari.

Pernikahan pasangan suami istri tersbut keduanya tdak dikarunia seorang

anak

> https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/daftar-nama-pejabat-
hakim.html. ( diakses 04 November 2021 ) real per 22 November 2021 dikonfirmasi oleh bagian
umum



42

Kemudian pada tanggal 03 Juli 2017 Bapak Sumaryono meninggal
dunia yang disebabkan oleh sakit. Beberapa bulan kemudian diketahui pergi
ke daerah lain dan melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki di daerah
Semarang.Sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara pihak keluarga
Bapak Sumaryono dan Ibu Lestari.Berdasarkan keterangan dari kepala desa
Subik ibu Lestari telah pindah ke daerah Kalimantan tetapi tidak diketahui
keberadaanya pastinya.

Pewaris bapak Sumaryono mempunyai tuntutan atas peninggalan harta
berupa 9 bidang tanah dengan total luas kurang lebih 7 hektar/ 70.000 m?, 2
unit mobil dan 1 unit sepedamotor.Dengan demikian maka perkara tersebut
diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi dengan nomor Perkara 0087
Pdt.G/2018/PA.Ktbm.

1. Keterangan Saksi dan Bukti Surat
Untuk menguatknan tuntutan, para penggugat menyertakan bukti

berupa saksi dan surat surat yang terdiri dari :

a. Fotocopy Surat Kematian

b. Fotokopi di atas fotokopi surat tanah atas nama karsum

c. Fotokopi di atas fotokopi Daftar nominative pemohon sertifikat prona
tahun 2014

d. Fotocopy bermaterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
Suparmo

e. Fotocopy bermaterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

Emron Hadi
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f. Fotocopy bermaterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
Mulyadi
Para saksi yang terdiri dari
a. Asman
b. Purwanto bin Mat waris
c. Gianti bin Supadi
d. Karsum Wiyo
e. Jamaludin bin Mat Udin
f. Darmawi HS bin Mat Udin
g. Umi Rahayu binti Cipto

h. Kusnadi bin Alkarim

. Tuntutan

Pada surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat
berbagai tuntutan atas harta yang disengketakan baik harta benda tidak
bergerak maupun harta benda bergerak. Harta tersebut terdiri dari 9 harta
tidak bergerak berupa sebidang tanah dan 3 harta bergerak berupa 1 unit
motor dan 2 unit mobil.

a. Harta benda yang tidak bergerak
1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya di Desa Subik RT.08

RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara,

dengan Luas + 40 m? atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari

Orang Tua.



2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya di Desa Subik RT.17
RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara,
dengan Luas + 50 m? atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari
Bapak Kuat (alm).

Sebidang tanah di Desa Subik RT.17 RW 06 Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas + 600 m? atas
nama Sumaryono, asal usul tanah pembelian/membeli dari
Poniman/mbah amat.

Sebidang tanah perladangan dan sawah di Desa Subik RT.16 RW
04 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan
Luas + 1 (satu) Hektar atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari
pembelian/membeli dari Sdr. Kapitan (alm) dan Sdr. Barjo (alm).
Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul
RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten
Lampung Utara, dengan Luas + 2 (dua) Hektar/20.000 m? atas
nama Sumaryono, asal usul tanah dari Orang Tua alamarhum.
Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul
RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten
Lampung Utara, dengan Luas + % Hektar atas nama Eko Saputra,
asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Maolani.
Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul
RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten

Lampung Utara, dengan Luas = 2 (dua) Hektar/20.000 m? atas
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nama Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari
Sdr. Badar.

8) Sebidang tanah perkebunan di Desa Sumber Tani Kecamatan
Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas £ 18.500
m? atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari
pembelian/membeli dari Ridwan/Kepala Desa Subik.

9) Sebidang tanah Sawah di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas + ¥, Hektar atas nama
Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr.
Sudar.

b. Harta benda bergerak

1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyata Inova Tahun 2008 dengan No.
Pol BE 1999 JK, Warna Silver Metalik.

2) 1 (satu) unit Mobil Truck Col-Diesel Tahun 2004 dengan No. Pol
BE 9639 JE, Warna Kuning

3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega RR Tahun 2012

dengan No. Pol BE 4983 JH, Warna Putih.

C. Analisis Data Putusan Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm
Seacara Verstek

1. Hasil Putusan Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm
Dalam suatu peroses persidangan penggugat memiliki banyak
tntutan dalam gugatannya. Akan tetapi selama berjalanya proses
persidangan dari awal hingga akhir terdapat perubahan. Pada perkara ini

yang terdiri 12 tuntutan harta benda terdapat 7 harta benda diterima, 2
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harta benda ditolak, dan 3 harta benda batal. Berikut tabel daftar tuntutan

yang penggugat tuntut di pengadilan.

No

Harta Yang Di Tuntut

Dikabulkan

Ditolak

Harta yang tidak bergerak

Pertimb

angan

Sebidang tanah berikut bangunan
diatasnya di Desa Subik RT.08
RW 06 Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung
Utara, dengan Luas + 819 m* atas
nama Sumaryono, asal usul tanah
dari Orang Tua.

Mendapatkan
keterangan dari 3
orang saksi

saksi
dengan

Keterangan
seuali
kejadian

Sebidang tanah berikut bangunan
diatasnya di Desa Subik RT.17
RW 06 Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung
Utara, dengan Luas + 1398 m?
atas nama Surip Lestari, asal usul
tanah dari Bapak Kuat (alm).

Mendapatkan
keterangan dari 2
orang saksi

Keterangan saksi
seuai dengan
kejadian

Sebidang tanah di Desa Subik
RT.17 RW 06 Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung
Utara, dengan Luas + 1200 m?
atas nama Sumaryono, asal usul
tanah pembelian/membeli dari
Poniman /mbah amat.

Mendapatkan
keterangan dari 2
orang saksi

Terdapat Serifikat
Tanah

Keterangan saksi
seuai dengan
kejadian

Sebidang tanah perladangan dan
sawah di Desa Subik RT.16 RW
04 Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten  Lampung  Utara,
dengan Luas + 1 (satu) Hektar
atas nama Sumaryono, asal usul
tanah dari pembelian/membeli
dari Sdr. Kapitan (alm) dan Sdr.
Barjo (alm).

Mendapatkan
keterangan dari 4
orang saksi

Keterangan saksi
seuai dengan
kejadian

Sebidang tanah perladangan/
Kebun Kopi di Desa Gunung
Gijul RT.04 RW 04/Blatung
Kecamatan ~ Abung  Tengah

Mendapatkan
keterangan dari 2
orang saksi
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Kabupaten  Lampung  Utara,
dengan Luas = 2 (dua)
Hektar/20.000 m? atas nama

Sumaryono, asal usul tanah dari
Orang Tua alamarhum.

Terdapat Serifikat
Tanah

Keterangan saksi
seuai dengan

kejadian
Sebidang tanah perladangan/ Mendapatkan
Kebun Kopi di Desa Gunung keterangan dari 4
Gijul RT.04 RW 04/Blatung orang saksi
Kecamatan =~ Abung  Tengah
Kabupaten  Lampung  Utara, Saksi
dengan Luas = % Hektar atas menyatakan harta
nama Eko Saputra, asal usul merupakan hibah
tanah dari pembelian/membeli pewaris untuk
dari Sdr. Maolani. anak angkat
Keterangan saksi
seuai dengan
kejadian
Sebidang tanah | Mendapatkan
perladangan/Kebun Kopi di Desa | keterangan dari 2
Gunung Gijul RT.04 RW | orang saksi
04/Blatung Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung | Terdapat Serifikat
Utara, dengan Luas + 2 (dua) | Tanah
Hektar/20.000 m? atas nama
Surip Lestari, asal usul tanah | Keterangan saksi
dari pembelian/membeli dari Sdr. | seuai dengan
Badar. kejadian
Sebidang tanah perkebunan di Mendapatkan
Desa Sumber Tani Kecamatan keterangan dari 3
Abung  Pekurun  Kabupaten orang saksi
Lampung Utara, dengan Luas *
18500 m? atas nama Surip Keterangan saksi
Lestari, asal usul tanah dari seuai dengan
pembelian/membeli dari kejadian
Ridwan/Kepala Desa Subik.
Tanah
merupakan
Tanah Register
Negara
Sebidang tanah Sawah di Desa Batal sebab

Subik Kecamatan  Abung
Tengah Kabupaten Lampung
Utara, dengan Luas + Y42 Hektar
atas nama Surip Lestari, asal usul

dibatalkan dari
tuntutan oleh

penggugat
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tanah dari pembelian/membeli
dari Sdr. Sudar.

Harta bergerak

10

1 (satu) unit Mobil merek Toyata
Inova Tahun 2008 dengan No.
Pol BE 1999 JK, Warna Silver

Batal sebab
dibatalkan dari
tuntutan oleh

Metalik. penggugat
11 | 1 (satu) unit Mobil Truck Col- Batal sebab
Diesel Tahun 2004 dengan No. dibatalkan dari
Pol BE 9639 JE, Warna Kuning tuntutan oleh
penggugat
12 | 1 (satu) unit Sepeda Motor merk | Mendapatkan
Yamaha Vega RR Tahun 2012 | keterangan dari 2
dengan No. Pol BE 4983 JH, | orang saksi
Warna Putih.
Terdapat Bukti
Kepemilikan
Kendaraan

Keterangan saksi
seuai dengan
kejadian

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Secara Verstek

Dalam penelitian

Perkara Nomor

ini,penelitimelakukan

wawancaralangsungkepada majelis hakim dan penitera yang melakukan

pemeriksaan serta mengadili perkaraNo. 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm, agar

dapat memahami serta mendalamiinformasi tentang bagaimana pandangan

dan alasan hakim mengabulkan perkaraahli warisyang tidak dihadiri oleh

pihak tergugat tersebut.
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Dari wawancara yang di langsungkan maka didapatlah beberapa

poin jawaban yang disampaikan oleh para hakim dan panitera sebagai

berikut:

NO

Nama Hakim

Pendapat

1

M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag.

. Hakim telah melakuakan

panggilan terhadap tergugat secara
patut dan resmi sebanyak 2 Kali,
kemudian hakim  melanjutkan
persidangan ke tahap selanjutnyal
tanpa kehadiran tergugat.

. Terdapatmasatunggubagi tergugat

yang tdak di ketahui
keberadaannya dalam
BWyangsudah  tidak  relevan
karenaterlalu lama.

. Hakim memilikikebijakan sendiri

dalam menetapkan suatu perkara
yang demi kepentingan bersama.

\Ahmad Satiri, S.Ag. M.H.

. Hakim telah melakuakan

panggilan  terhadap  tergugat,
kemudian  hakim  melnjutkan
persidangan ke tahap selanjutnya
tanpa kehadiran tergugat.

. Keberadaan trgugat yang tidak

diketahi dengan alas an di luar kota
yang membuat waktu tunggu
kehadirannya  yang  dianggap
terlalu lama.

. Hakim memilikikewenangan

sendiri dalam menetapkan suatu
perkaraditangani olehnya.

Yuli Anita, S.H.

. Pengadilan

mengikutiprosedurpemanggilan
dalam R.Bg karenadalam KHI
tidak adaaturan perkara ahli waris
yang tidak diketahi
keberadaannya.

. Pengadilan memiliki kebijakan

sendiri dalam  menetapkan
perkara ahli waris yang hilang.

. Urgensi penetapan verstekuntuk

kepentingan surat, administrasi,
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transaksi, dan kepentingan pihak
lain yang bersangkutan.

a. Nama : Helson Dwi Utama, S.Ag. M. H.
Jabatan  : Hakim Ketua
Bapak Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. member
keterangan berdasarkan wawancara sebagai berikut :

Selama persidangan berlangsungpihaktergugat tidak tidak
menghadiri persidangan yang mempengaruhi jalannya persidangan.
Agar dapat dilangsungkan dengan mengikuti aturan yang ada maka
dilakukanlah pemanggilan terhadap tergugat.

Pada pemanggilan pertama didapatkan informasi bahwa pihak
tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat
tersebut.Disebutkan bahwa tergugat sudah pindah ke salah satu daerah
yang berada di Kalimantan. Kemudian hakim memberikan kuasa
kepada penggugat untuk mecari alamat tergugat, akan tetapi pihak
tergugat tidak dapat menyanggupinya.

Kemudian dilakukan pemanggilan kedua yang dilakukan
melalui bupati Lampung Utara, yang juga ditempelkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi.Dengan demikian
diharapkan pihak terguggat untuk hadir di persidangan.

Kitab undang undang perdata (BW)dalam membahas orang
tidak diketahui keberadaannya maka harus menungulima tahun
dimulai sejak orang itu pergi meinggalkan kediamannya baru boleh

diperiksa perkaranya. Waktu tunggu tersebut dirasa tidak relevan jika
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dipakai pada masa sekarang.

Maka majelis hakim menggunakan upaya hukum dengan
urgensi untuk kepentingan surat menyurat, kepentingan administrasi,
kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah kepentingan
yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal kewarisan, agar
tidak berlarut-larut menunggu kehadiran dari pihak tergugat yang tidak
diketahui keberadaannya. Dengan pertimbangan tersebut maka waktu
tunggu dihilangkan.®

b. Nama : Ahmad Satiri, S.Ag. M. H.
Jabatan  : Hakim Anggota
Bapak Ahmad Satiri, S.Ag. M.H. memberi keterangan berdasarkan
wawancara sebagai berikut :

Pada persidangan pertama pihak tergugat tidak hadir maka
dilakukan pemanggailan terhadap pihak tergugat.Pemaggilan tersebut
dilakukan sebanyak 2 kali, karena pemanggilan pertama yang tidak
ada jawaban dan mendapat keterangan bahwa terguggat sudah pindah.
Kemudia pemanggilan kedua yang dilakukan dengan melalui bupati
setempat.

Apabila merujuk pada Kitab undang undang perdata (BW)
dalam membahas pihak tergugat yang tidak jelas keberadaannya yang
harus harus menungu lima tahun dimulai sejak orang itu pergi

meinggalkan kediamannya untuk dilakukanpemeriksaan perkara.

®Wawancara dengan Helson Dwi Utama, tanggal 21 Oktober 2021 melalui Videocall
Whatsapp
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Maka majelis hakim menggunakan kewenangan hukum yang
dimilikinya dengan urgensi kepentingan surat menyurat, kepentingan
administrasi, kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah
kepentingan yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal
kewarisan, agar tidak berlarut-larut menunggu kehadiran dari pihak
tergugat yang tidak diketahui keberadaannya membuat waktu tunggu
tersebut dihilangkan.’

c. Nama > Yuli Anita, S.H.
Jabatan  : Panitera

Perkara masuk pada tahun 2018 yang mana para pihak terdiri
dari ibu,limasaudara kandung, dan istri.Para pihak bertempat tinggal
di Desa Subik Lampung Utara, Sedangkan pihak tergugat yang sudah
pergi tidak diketahui keberadaaannya.

Pada tahap pertama dalam memeriksa perkara pihak terguggat
tidak hadir di persidangan.Kemudia dilakukan pemanggilan secara
patut dan resmi terhadap tergugat.Pada pemanggilan pertama
didaptkan info dari kepala desa tempat tinggal tergugat bahwa tergugat
telah pindah ke kalimantan.Kemudian dilakukan pemnggilan kedua
melalui Bupati Lampung Utara. Kemudian menempelkan surat
pemanggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi.

Dengan dilakukan tahap tahap sebelumnya maka hakim dapat

mempertimbangkan perkara verstek setelah dilakukan pemanggilan

"Wawancara dengan Ahmad Satiri, tanggal 21 Oktober 2021 melalui Videocall Whatsapp
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secara patut dan resmi agar perkara tidak berlarut terlalu

lama.Langkah tersebut merupakan langkah yang tepat sebagaimana

fungsinya hakim yang merupakan pengadil bagi masyarakat yang
ingin memperoleh keadilan.?

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap putusan hakim
perkara N0.0087/Pdt.G/2018/Ktbm diperoleh dasar hukum baik tertulis
maupu tidak, yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Kotabumi
selama proses persidangan dalam menetapkan perkara
No0.0087/Pdt.G/2018/Ktbm secara verstek. sebagaimana berikut:

a. Dasar Hukum yang Tertulis dalam Putusan

1) Pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli
waris dari pewaris yang telah meninggal serta berhak mendapat
warisan.

2) Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang
menjadi landasan kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi
untuk menerima perkara waris tersebut.

3) Pasal 145 R.Bg untuk pemanggilan terhadap pihak terggugat.

4) Pasal 149 dan 150 R.Bg untuk menjatuhkan putusan perkara secara

verstek.

® Wawancara dengan Yuli Anita, tanggal 18 Oktober 2021 di Pengadilan Agama
Kotabumi
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b. Dasar Hukum yang Tidak Tertulis dalam Putusan

1) Hakim menggunakan kewenangan Rechtvinding, dimana hakim
memiliki kewenangan menemukan hukum baru yang sesuai dengan
masyarakat.

2) Kaidah wushul figh dalam asas hukum perdata islamyang
mengatakan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada
mengambil kemanfaatan.®

3) Pasal 467 BW dalam hal pemanggilan pihak termohon yang tidak
diketahui alamat tempat tinggalnya.

Berdasarkan aturan aturan tersebut di atas maka dengan demikian
menguatkan majlis hakim dalam menetapkan putusan secara verstek
perkara ahli waris yang mana tergugat tidak diketahui keberadaannya
meskipun kurang dari lima tahun karena ketentuan masa tunggu yang

terlalu lama untuk menemukan keadilan yang dicari oleh masyarakat.

9Dr Rohidin M.Ag S. H., BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari
Semenanjung Arabia hingga Indonesia (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.), 48.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan pada
rumusan masalah Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Gugatan

Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Yang Diputus Secara Verstek:

1. Pasal 149 dan 150 R.Bg sebagai dasar dijatuhkannya putusan perkara
secara verstek.

2. Rechtvinding, merupakan pertimbangan hukum hakim dalam ketentuan
masa tunggu bagi terguggat yang tidak diketahui keberadaannya pada
pasal467BW yang dihilangkan karenajika mengikutihukum perdata akan
sangat lama dan tidak efisien.

3. Kaidah ushul figh yang mengatur hukum perdata islam mengatakan bahwa
menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan
yang pada perkara ini jika dibiarkan berlarut larut akan menimbulkan
masalah baru.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Kotabumi dalam meberikan putusan pengadilan
mengenai perkara waris sudah baik. Diharapkan untuk mempertahankan
kualitasnya atau lebih baik lagi ditingkatkan. Karena pengadilan agama

merupakan lembaga hukum penegak keadilan bagi masyarakat muslim.
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2. Untuk akademik diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
terkait dengan upaya hukum seorang hakim dalam member putusan
perkawa waris secara verstek. Terlebih jika ada yang ingin mengetahui
lebih lanjut perkara waris secara verstek bisa lebih objektif dalam
penelitian.

3. Untuk masyarakat seharusnya lebih perhatian terhadap ilmu agama sekecil
apapun terutama dibidang waris. Hal tersebut merupakan upaya agar tidak

ada maslah yang akanmuncul di kemudia hari dan memecah persaudaraan.
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